VSLILEGAL

Lawyers for your everyday legal matters

www.vsll.co.id

Peraturan Mengenai Usaha Penjaminan

oleh Febi Jaya Conggih

Pada tanggal 15 Januari 2016 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ten-
tang Penjaminan (“UU Ne. 1/2016”). Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk men-
dorong industri penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, dan berperan
penting dalam pembangunan nasional dan untuk memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khusus-
nya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang kerap mengalami kesulitan mendapatkan
akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari
lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 1/2016,
badan hukum lembaga penjamin dapat
berbentuk perusahaan umum (hanya
dapat dimiliki oleh pemerintah pusat),
perseroan terbatas (PT), maupun ko-
perasi. Lembaga penjaminan yang ber-
bentuk PT dapat melakukan joint ven-
ture dengan pihak asing, namun UU No.
1/2016 mengatur mengenai batasan
kepemilikan asing dalam lembaga pen-
jaminan yang berbentuk PT yaitu mak-
simal sebesar 30% dari modal disetor!’
Badan usaha penjaminan sebelum me-
lakukan kegiatan usaha penjaminan wa-
jib untuk mendapatkanizin usaha pen-
jaminan yang dikeluarkan oleh Otori-
tas Jasa Keuangan (“0JK”). Permoho-
nan untuk mendapatkan surat izin usa-
ha yang dimaksud harus disertai de-
ngan persyaratan sebagaimana tercan-
tum dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 1/
2016. OJK dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal per-
mohonan diterima secara lengkap akan
memberikan persetujuan atau peno-
lakan permohonan izin usaha®. Lemba-
ga penjaminan juga dapat membuka
kantor cabang di wilayah negara Re-
publik Indonesia dengan mendapatkan
izin terlebih dahulu dari OJK.

Berdasarkan UU No 1/2016, kegiatan
usaha penjaminan meliputi: (a) penja-

minan kredit, pembiayaan atau pem-
biayaan berdasarkan prinsip syariah
oleh lembaga keuangan; (b) penjami-
nan pinjaman yang disalurkan oleh ko-
perasi simpan pinjam atau koperasi
yang mempunyai unit usaha simpan
pinjam kepada anggotanya; dan (c)
penjaminan kredit dan/atau pinjaman
program kemitraan yang disalurkan oleh
badan usaha milik negara dalam rang-
ka program kemitraan dan bina ling-
kungan. Lebih lanjut, UU No 1/2016 men-
jabarkan lebih detail mengenai kegia-
tan usaha yang dapat dilakukan oleh
Usaha Penjaminan meliputi: (a) Penja-
minan atas surat utang; (b) penjami-
nan pembelian barang secara angsu-
ran; (c) penjaminan transaksi dagang;
(d) penjaminan pengadaan barang
dan/atau jasa (surety bond); (e) pen-
jaminan bank garansi (kontra bank ga-
ransi); (f) penjaminan surat kredit ber-
dokumen dalam negeri; (g) penjaminan
letter of credit; (h) penjaminan kepa-
beanan (custom bond); (i) penjaminan
cukai; (j) pemberian jasa konsultasi ma-
najemen terkait dengan kegiatan usa-
ha penjaminan; dan (k) kegiatan usaha
lainnya setelah mendapat persetu-
juan dari OJK. Selain itu, UU No. 1/2016
mengamanatkan kepada perusahaan
penjaminan untuk memprioritaskan pen-
jaminan untuk mendukung usaha mikro,
kecil, dan menengah serta koperasi.

Kegiatan penjaminan melibatkan 3
(tiga) pihak yaitu, penerima jaminan,
terjamin, dan penjamin (lembaga pen-
jamin). Penjamin memiliki hak tagih
atas pemenuhan kewajiban finansial
terjamin apabila penjamin telah menu-
naikan kewajibannya untuk memenubhi
hak finansial penerima jaminan jika
terjamin gagal memenuhi kewajiban-

nya. Setiap kegiatan penjaminan harus
dituangkan dalam sertififikat penjam-
inan atau sertifikat kafalah bagi pen-
jaminan syariah. Lembaga penjamin da-
lam memberikan jasanya berhak untuk
menerima imbal jasa penjaminan’.

Setiap lembaga penjaminan wajib me-
nyampaikan laporan bulanan, laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit
oleh akuntan publik, dan/atau laporan
lain kepada OJK. Yang dimaksud lapo-
ran lain adalah laporan yang memuat
hal-hal yang dapat mengakibatkan tim-
bulnya permasalahan likuiditas dan/
atau solvabilitas yang berpotensi mem-
bahayakan kelangsungan usaha peru-
sahaan, antara lain: besarnya jumlah
potensiklaim, dan pengaruh klaim ter-
hadap likuiditas, dan/atau solvabilitas
perusahaan. Selain itu, Lembaga pen-
jamin juga wajib melaporkan setiap pe-
rubahan anggaran dasar kepada OJK.

Kelalaian lembaga penjamin dalam hal
pelaporan tersebut akan dikenakan
sanksi administratif berupa: peringa-
tan tertulis, denda administratif, pem-
bekuan kegiatan usaha, atau penca-
butan izin usaha. Lembaga penjamin
yang telah mendapatkan izin usahapen-
jaminan atau penjaminan syariah sebe-
lum berlakunya UU No. 1/2016 ini, di-
nyatakan tetap berlaku dan diwajibkan
untuk menyesuaikan dengan ketentu-
an-ketentuan yang ada di dalam UU
No. 1/2016 dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU
No. 1/2016 diberlakukan.

'Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan usaha penjaminan akan
diatur dalam peraturan OJK.

2Ketentuan dan tata caralebih lanjut mengenai permohonan izin
usaha akan diatur dalam peraturan OJK.

*Ketentuan lebih lanjut mengenaiimbal jasa penjaminan akan diatur
dalam peraturan OJK
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Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu
di Wilayah Tertentu

oleh David Wijaya

Pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang
Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu pada tanggal 2 Maret 2016 (“PM
Agraria No. 8/2016"). PM Agraria No. 8/2016 dikeluarkan dalam rangka percepatan pelayanan pertanah-
an, khususnya pelayanan pendaftaran peralihan tanah di beberapa kota di Indonesia.

Hak Guna Bangunan Tertentu yang
dimaksud dalam PM Agraria No. 8/
2016 adalah Hak Guna Bangunan yang
dialihkan kepada badan hukum yang
berbentuk Perseroan Terbatas yang
100% (seratus persen) sahamnya
berasal dari modal dalam negeri dan
luas tanahnya sampai dengan 5.000
m2 (lima ribu meter persegi). Sedang-
kan yang dimaksud Wilayah Tertentu
adalah khusus untuk wilayah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota
Bandung, Kota Semarang, Kota Yog-
yakarta, dan Kota Surabaya. Kedua
syarat di atas harus dipenuhi untuk
mendapatkan fasilitas yang ditawar-
kan dalam PM Agraria No. 8/2016 ini.

Fasilitas pelayanan untuk peralihan
Hak Guna Bangunan yang diberikan
oleh PM Agraria No. 8/2016 meliputi:

a) pengecekan sertifikat;

b) pembayaran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (“BPHTB") dan
Pajak Penghasilan (“PPh”);

c) pembuatan Akta Jual Beli;
d) pendaftaran peralihan hak; dan

e) pembayaran Pajak Bumi dan Bangu-
nan (“PBB”).

Pengecekan sertifikat sebagaimana di-
maksud pada point a di atas dilakukan
di Kantor Pertanahan dalam waktu pa-
ling lama 1 (satu) hari kerja sejak di-
terimanya permohonan pengecekan.
Pembayaran BPHT dan PPh sebagai-
mana dimaksud pada point b dapat
dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) hari kerja. Sedangkan untuk pem-
buatan Akta Jual Beli dalam point c dan
penyampaiannya dilakukan dalam wak-
tu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
diterimanya permohonan permbuatan
akta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
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Kepala Badan Pertanahan Nasional
akan membuat suatu penujukkan ke-
pada Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) khusus untuk percepatan pem-
buatan Akta Jual Beli sebagaimana di-
maksud dalam Permen Agraria No. 8/
2016. Dalam hal permohonan penge-
cekan sertifikat dan pendaftaran per-
alihan hak, pemohon diwajibkan untuk
memenuhi persyaratan yang tercan-
tum dalam Lampiran Permen Agraria
No. 8/2016 ini.

Pendaftaran peralihan hak baru dapat
dilakukan setelah dilakukan pengece-
kan sertifikat, pembayaran BPHTB
dan PPh dan pembuatan Akta Jual Beli.
Kepala Kantor Pertanahan langsung
melakukan proses pendaftaran perali-
han hak tanpa melakukan pengecekan
pembayaran BPHTB dan Pph yang
diajukan oleh Pemohon untuk mem-
percepat proses peralihan hak. Na-
mun demikian, pemohon pendaftaran
peralihan hak tetap diwajibkan untuk
membuat surat pernyataan, yang me-
nyatakan bahwa pemohon telah me-
lakukan pembayaran. Apabila diketahui
bahwa surat pernyataan yang telah dibuat
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tersebut tidak benar, maka permo-
honannya dinyatakan batal. Pendaf-
taran peralihan hak dilakukan dalam
dua hari kerja sejak diterimanya per-
mohonan, sedangkan untuk pembaya-
ran PBB dilakukan bersamaan dengan
proses pendaftaran peralihan hak.

Permohonan untuk pengecekan serti-
fikat dan pendaftaran peralihan tanah
akan dikenakan biaya sesuai dengan Pe-
nerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berlaku di lingkungan Kementeri-
an Agraria dan Tata Ruang. Seluruh
jangka waktu penyelesaian layanan
sebagaimana diatur dalam PM Agraria
No. 8/2016 terhitung sejak penerima-
an berkas lengkap dan pembayaran
biaya telah lunas dibayar oleh pemo-
hon. Jangka waktu penyelesaian laya-
nan tersebut tidak berlaku apabila di-
ketahui adanya sengketa, konflik, per-
kara atau masalah hukum lainnya atas
permohonan yang diajukan.
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Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja
vang Memiliki Masa Kerja 1Bulan

oleh Dehlia Sahthio Winingsih

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keteagakerjaan, pengusaha diwa-
jibkan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”), dengan tujuan agar dapat mening-
katkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan ketenangan usaha. THR merupakan pendapatan
nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya
keagamaan atau ketentuan tersebut dapat ditentukan lain, sesuai dengan kesepakatan pengusaha
dan pekerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Secara umum pengaturan mengenai
masalah keteagakerjaan secara umum
diatur dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerja-
an (“UU No. 13/2003"), termasuk juga
masalah pemberian THR kepada pe-
kerja.

Namun demikian, pengaturan pembe-
rian THR bagi pekerja dirasa belum
cukup jelas diatur dalam peraturan
yang telah ada, mengingat ketentuan
pelaksana UU No. 13/2003 tersebut
sudah tidak sesuai lagi dengan per-
kembangan yang terjadi belakangan
ini. Merespon hal tersebut, Menteri
Ketenagakerjaan telah menerbitkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi Peker-
ja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker
No. 6/2016"). Permenaker No. 6/2016

ini menggantikan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No PER-04/MEN/1994
Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan bagi Pekerja di Peru-
sahaan (“Permenaker No. 4/1994").

Adapun perubahan penting yang dia-
tur di dalam Permenaker No. 6/2016 di
antaranya adalah seperti yang diatur
di dalam Pasal 2 Permenaker No.
62016, yaitu bagi pekerja dalam masa
kerja minimal satu bulan berhak men-
dapatkan THR Keagamaan yang besa-
rannya dihitung secara proposional
sesuai dengan masa kerja. Dalam per-
aturan sebelumnya, pekerja/buruh ba-
ru berhak mendapatkan THR apabila
telah bekerja minimal selama 3 bulan.

Selanjutnya, penghitungan besaran THR
diatur dalam Pasal 3 Permenaker No.
6/2016, yaitu dilakukan sebagai berikut:

1. pekerja yang telah mempunyai
masa kerja 12 (dua belas) bulan
secara terus menerus atau lebih,
diberikan THR sebesar 1 (satu)
bulan upah; dan

2. pekerjayang mempunyai masaker-
ja1(satu) bulan secara terus me-
nerus tetapi kurang dari 12 (dua
belas) bulan, diberikan secara pro-
posional sesuai masakerja dengan
perhitungan:

masa kerja x 1(satu) bulan upah
12

THR sebagaimana dimaksud wajib di-
berikan oleh pemberi kerja atau pe-
ngusaha kepada pekerjanya selam-
bat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
hari raya keagamaan. Permenaker No.
6/2016 berlaku juga bagi pekerja yang
mempunyai hubungan kerja dengan pe-
ngusaha berdasarkan perjanjian kerja
waktu tidak tertentu atau perjanjian
kerjawaktu tertentu.

Dalam Permenaker No. 6/2016 diatur
juga mengenai pengawasan pelaksa-
naan pembayaran THR yang dilakukan
pengawas ketenagakerjaan serta ada-
nya pemberian sanksi berupa denda
dan sanksi administratif terhadap pe-
ngusaha dan perusahaan yang mela-
kukan pelanggaran peraturan menge-
nai pemberian THR ini.
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Jaminan Kesehatan Nasional Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016

oleh Febi Jaya Conggih

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat sertaberhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Negara berkewa-
jiban untuk menjamin setiap warga negaranya agar dapat hidup sehat, sejahtera dan khususnya
mendapat manfaat dari layanan kesehatan yang diberikan oleh Negara. Sejalan dengan hal tersebut,
pemerintah telah melakukan penyesuaian pengaturan program jaminan kesehatan nasional (“JKN”)
dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden No. 12 Tahun 2013 (“Perpres No. 12/2013”) tentang Jaminan Kesehatan (“Perpres No. 19/

2016”).

Perubahan yang dilakukan dalam Per-
pres No. 19/2016 di antaranya adalah
mengenai kepesertaan program JKN.
Dalam Perpres No. 19/2016 diatur
bahwa jumlah anggota keluarga yang
ditanggung peserta yang temasuk
kategori pekerja penerima upah
(“PPU”) paling banyak adalah sejumlah
5 orang, yakni pekerja yang bersang-
kutan, istri atau suami yang sah, anak
kandung, anak tiri dari perkawinan
yang sah, dan anak angkat yang sah.

Pekerja dapat didaftarkan oleh pem-
beri kerja atau mendaftar sendiri
dengan melampirkan dokumen yang
membuktikan status ketenagaker-
jaannya. Bagi pemberi kerja yang be-
lum atau tidak mendaftarkan peker-
janya pada program JKN dapat dikenai
sanksi berupa teguran tertulis, den-
da, dan/atau tidak mendapat pelaya-
nan publik tertentu dari pemerintah.
Perpres No. 19/2016 ini menegaskan
bahwa pengusaha sebagai pemberi
kerja wajib bertanggung jawab pada
pekerja yang belum terdaftar pada
BPJS Kesehatan. Sedangkan setiap pe-
kerja bukan penerima upah (“PBPU")
wajib mendaftarkan dirinya dan ang-
gota keluarganya baik secara sendiri-
sendiri atau berkelompok sebagai
peserta JKN.

Selain itu, terdapat kenaikan iuran JKN
bagi peserta Penerima Bantuan luran
(“PBI”) Jaminan Kesehatan serta pen-
duduk yang didaftarkan oleh Pemerin-
tah Daerah menjadi sebesar Rp.23.000,-.
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Sebelumnya dalam Perpres No 13/
2013, iuran bagi PBI dan penduduk
yang didaftarkan oleh pemerintah
daerah adalah sebesar Rp 19.225,-.
Perpres No. 19/2016 ini juga mengha-
pus ketentuan mengenai pemberian
denda administratif sebesar 2% per
bulan dari total iuran yang tertunggak
atas keterklambatan pembayaran iu-
ran JKN. Perpres No. 19/2016 menya-
takan bahwa ketentuan mengenai ke-
terlambatan pembayaran iuran terse-
but akan diatur secara tersendiri.

Pelayanan kesehatan yang tidak dija-
min oleh BPJS Kesehatan:

1. pelayanan kesehatan yang dijamin
oleh program jaminan kecelakaan
lalu lintas yang bersifat wajib yang
ditanggung oleh program jaminan
kecelakaan lalulintas;

2. pengobatan komplementer, alter-
natif dan tradisional, yang belum
dinyatakan efektif berdasarkan pe-
nilaian teknologi kesehatan (health

technology assessment); dan

3. alat dan obat kontrasepsi, kosme-
tik, makanan bayi, dan susu.

Terkait dengan pengajuan klaim, Per-
pres No. 19/2016 mengatur bahwa ka-
daluarsa pengajuan klaim oleh fasili-
tas kesehatan kepada BPJS Keseha-
tan paling lambat 2 tahun sejak pe-
layanan kesehatan diberikan.
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